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PEMKOT MATARAM ANGGARKAN RP5 MILIAR UNTUK JPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.bing.com/images/search? 

 

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan membagikan 

kembali Jaring Pengaman Sosial (JPS). Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 5 miliar. Walikota 

Mataram H. Mohan Roliskana Selasa (3/8) di Mataram mengatakan, penyaluran JPS ini untuk 

membantu masyarakat pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 

yang akan di berlakukan hingga 9 Agustus mendatang.Diterangkan, saat ini Pemkot Mataram sudah 

melakukan rasionalisasi anggaran untuk kebutuhan JPS. Karena ditargetkan, penyaluaran JPS ini 

bisa lebih cepat disalurkan kepada masyarakat. “Karena ini butuh proses administrasi yang harus 

dilalui. Karena Rp 5 miliar kan. Jadi haru ada akselerasi. Biar cepat lah, karena ini momentumnya 

yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Jangan sampai kita siapkan 3 Agustus bisa dieksekusi 3 

September. Kan cukup lama,” katanya.Pendistribusian JPS kali ini akan dikoordinasikan dengan 

Inspektorat agar bisa dipercepat. Sementara terkait sasarannya, yaitu sekitar 20 ribu penerima. 

Dalam penyaluaran JPS ini, Mohan meminta agar mengakomodir produk-produk UMKM. 

“Yang sudah terima PKH tidak terima bantuan ini lagi. Agar semua masyarakat bisa 

merasakan dan semua kita bisa sentuh,” harapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial kota 

Mataram, Hj. Baiq Asnayati mengatakan, penyaluran bantuan beras sebanyak 50 ton kepada 13.888 

jiwa di Kota Mataram sudah rampung. Puluhan ton beras ini bersumber dari Cadang Beras 

Pemerintah (CBP) di Bulog Divre NTB. Saat ini yang sedangkan dipersiapkan yaitu penyaluran JPS 

kepada warga Kota Mataram. “Ada perintah khusus dari pak wali memang kita untuk 

mempersiapkan JPS nya,” katanya 
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Asnayati mengatakan, kewenangan Dinas Sosial Kota Mataram saat ini diminta untuk 

mempersiapkan data penerima. Sehingga tidak ada nama ganda pada saat penyaluran. “Kami 

persiapkan data aja. Apapun itu kami bagian data. untuk memetakan mana yang sudah dan mana 

yang belum,” ujarnya.. 

Sumber berita: 

1. https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-anggarkan-rp5-miliar-untuk-

jps/3/08/2021, Diakses 15 Agustus 2021; 

2. https://www.wartamataram.com/pemkot-mataram-refocusing-anggaran-rp5-miliar-untuk-bantu-

20-ribu-jiwa-di-masa-ppkm/03/08/2021, Diakses 15 Agustus 2021; 

 

Catatan: 

 JPS singkatan dari Jaring Pengaman Sosial adalah program yang dirancang untuk membantu 

rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan 

penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal.
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 UU 11 /2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan PERPRES 15/2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, Bansos Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) memiliki 5 

Prinsip. Adapun Prinsip-prinsip tersebut, yaitu: 

1. Transparansi;  

2. Cepat penyampaiannya; 

3.  Langsung datepat kepada sasaran penerimaan manfaat;  

4. Dapat dipertanggungjawabkan Partisipatif 

5.  serta potensial untuk berkelanjutan.
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 Jenis bantuan yang akan diterima terbagi menjadi 3 Bidang: 

1. Bidang Kesehatan 

2. Bidang pendidikan 

3. Bidang Kesehatan 

 

 

Disclaimer: 

                                                           
1
 https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2020/10/jaring-pengaman-sosial-jps-pengertian.html 

2
 https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2020/10/jaring-pengaman-sosial-jps-pengertian.html 

https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-anggarkan-rp5-miliar-untuk-jps/3/08/2021
https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-anggarkan-rp5-miliar-untuk-jps/3/08/2021
https://www.wartamataram.com/pemkot-mataram-refocusing-anggaran-rp5-miliar-untuk-bantu-20-ribu-jiwa-di-masa-ppkm/03/08/2021
https://www.wartamataram.com/pemkot-mataram-refocusing-anggaran-rp5-miliar-untuk-bantu-20-ribu-jiwa-di-masa-ppkm/03/08/2021
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Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, 

bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 

 

 


